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PRESIDERM
REFUBLIK INDOMESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESTIA
NOMOR 9  .TAHUN 1993
. TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH TINGGT KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN GORONTALO

DHEBIDEN REPUBLIK INPRONESIA,

di Propinsi ‘Sula-
pendidikan tinggi dan

bahwa untuk pemerataann pembangunan

wesi Utara khususnya di bidang

untule pengembangan lembaga pendidikan tenaga Keguruan:

mandiri, dipandang perlu mengubah Fakultas

Ilmu Pendidikan yang
lingkungan Universitas Sam Ratulangi menjadi Sekolah

yang

Keguruan dan ssmula berada di

Tinggi Keguruan dan Iimu Pendidikan Gorontalo;

1, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 195

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem

Pendidilkan Maslonal (Lembaran Negara Tahun 1989

Nomor 6, Tambahan Lembaoran Negara Nomor 3390);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tuhhn 1990 tentang
Pendbidikan Tinggl (Lembunran Nepgara Talun 1090 No-

mor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);

Presiden Republik Indonesia Nomor 277
Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratu-

langi; ;

MEMUTUSICAN

INDOMESIA "TENTANG PEN-
ILMU PENDIDIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK
DIRIAN SEKOLAN - TINGGI KEGURUAN DAN
GORONTALO.

Pasal 1 ™

(1) Mendirilan Keguruan dnn Ilmu Pen-

didikan Gorontalo,

Sekolah .Tinggi.
yang selanjutnya dalam Kepu-
~ .

tusan Presiden ini disebut STKIP Gorontalo.
(2) STKIP Gorontalo

kungan Departemen Pendidilan dan Kebudayaan yang

adalah perguruan tinggi di ling-

berada ., ..




PRESIDEN
REPUBLIK INDONE3IA

= Bl

berada di bawah dan bertanggung jnwab langsung

kepada Honloll Pendidikan dan Krbudayann

(3) Pembinaan STKIP Gorontalo sec

kukan oleh Direktur Jendevnl Pendidilkan Tinggl,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Pasnl 2

al tuzas pokok .menyelenggara-
kan program pendidikan alkademil dan/atau  profesional
di bidang kependidikan,

STKIP Gorontnlo mempuny

Pasal !

Organisasi STKIP Gorontalo terdiri dari

1. Unsur Pimpinan Ketua dan Pembantu Ketun;
2. Senat stirp Gorontnlo;

3. Unsur Delaksann Akademil; .
4. Unsur Pelakswnd Administratif:

B

Unsur Penunjuang,

Pasal 4

Perumusan tugas, fungsi, susunan orgnn15a51 dan tata
‘kerja STKIP Gorontalo ditetapkan oleh Menteri Pendi-
mendupat persetujuan

yang Dbertanggung Jawab .di
bidnng pendayagunaan aparatur negara.

dikan dan Kebudayaan setelah
tertulis dari Menteri

Pasal 5

Sejnk berlakunya Keputusan Presiden L
guruan dan Ilmu Pendidilan Univer
diintegrasikan ke dalam STKIp

Fakultas Ke-
sitns Sam Ratulangi

Gorontalo.

Pasal (6]

Pelaksanaam ketentuan Keputusan Presiden ini,

diatur
lebih lanjut oleh Menteri Pendidile

an dan Kebudaynan,

Pasal 7 ..
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! Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggnl
! ditetaplkan. i
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